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Abstract 
Withholding tax state revenue is an obligation that must be paid in granting 
Copies of Ministerial Decree Regarding Approval of the Company Law Board Lost or 
Damaged and administration Copies Ministerial Decree Concerning the Approval of 
Amendment to the Articles of Association of the Lost or Damaged, through electronic 
media Legal Entity Administration System, but in the granting of Ministerial Decree 
Copies can be printed without any orders to pay for the collection, the regulation does 
not set the method of payment, so there is a legal vacuum. This journal aims to analyze 
the legal certainty in the way of non-tax state revenue payments for granting Copies 
Ministerial Decree Regarding Approval of the Company Law Board Lost or Damaged 
and administration Copies Ministerial Decree Concerning the Approval of Amendment to 
the Articles of Association of the Lost or Damaged, through Entity Administration System 
legal and responsible for the collection of non-tax state revenue not collected in the 
provision of the copy of the Decree of the Minister ditelah printed. The journal is 
compiled with normative juridical research method, with the approach of legislation and 
case approach. Based on the survey results revealed that the legal void makes the legal 
uncertainty in the manner Revenue collection of non-tax payments for the provision of the 
copy of the Decree of the Minister of the Missing or Damaged, through the Legal Entity 
Administration System, so the government should make regulations regarding the manner 
of payment of non-tax state revenue collection for granting a copy of the Decree of the 
Minister, and the government in this case the Ministry of Justice and Human Rights fully 
responsible for the collection of non-tax state revenues not collected. 
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Abstrak 
Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan kewajiban yang harus 
dibayar dalam pemberian Salinan Surat Keputusan  Menteri Mengenai Pengesahan Badan 
Hukum Perseroan yang Hilang atau Rusak dan pemberian Salinan Surat Keputusan 
Menteri Mengenai Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang Hilang atau 
Rusak, melalui media elektronik Sistem Administrasi Badan Hukum, namun  dalam 
pemberian Salinan Surat Keputusan Menteri dapat dicetak tanpa ada perintah untuk 
membayar pemungutan tersebut, dalam peraturan tidak diatur cara pembayarannya, 
sehingga ada kekosongan hukum. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis kepastian 
hukum dalam cara pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak  untuk pemberian 
Salinan Surat Keputusan Menteri Mengenai Pengesahan Badan Hukum Perseroan yang 
Hilang atau Rusak dan pemberian Salinan Surat Keputusan Menteri Mengenai 
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang Hilang atau Rusak, melalui 
Sistem Administrasi Badan Hukum serta yang  bertanggungjawab terhadap pemungutan 
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang tidak dipungut dalam pemberian Salinan Surat 
Keputusan Menteri yang ditelah dicetak. Jurnal ini disusun dengan metode penelitian 
yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kekosongan hukum menjadikan 
ketidakpastian hukum dalam cara pembayaran pemungutan Penerimaan Bukan Pajak 
untuk pemberian Salinan Surat Keputusan Menteri yang Hilang atau Rusak tersebut, 
melalui Sistem Administrasi Badan Hukum, sehingga pemerintah harus membuat 
peraturan mengenai cara pembayaran pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak 
untuk pemberian Salinan Surat Keputusan Menteri tersebut, serta  pemerintah dalam hal 
ini Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia bertanggungjawab sepenuhnya terhadap 
pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak  yang tidak dipungut.  
 
Kata kunci: penerimaan negara bukan pajak, salinan surat keputusan menteri, sistem 
administrasi badan hukum 
 
 
Latar Belakang 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, mengamanatkan 
tugas dan fungsi Pemerintah dalam pelayanan, pengaturan dan perlindungan 
masyarakat, dalam pengelolaan kekayaan negara, serta pemanfaatan sumber daya 
alam dalam rangka pencapaian tujuan nasional, dapat mewujudkan suatu bentuk  
penerimaan negara yang disebut Penerimaan Negara Bukan Pajak. Penerimaan 
Negara Bukan Pajak yaitu seluruh penerimaan Pemerintah pusat yang tidak 
berasal dari peneriman perpajakan, dimana Wajib Pajak adalah orang pribadi atau 
badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar menurut peraturan-
peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
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Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar Negaa Republik Indonesia Tahun 
1945, sebagai landasan penyelenggaraan  dan pengelolaan  Penerimaan Negara 
Bukan Pajak menyatakan:  
“Rancangan undang-undang  anggaran pendapatan dan belanja  negara 
diajukan oleh Presiden  untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat 
dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.” 
Amanat tersebut di batas yang menjadi landasan dalam rangka 
mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk  menunjang 
pembangunan nasional, maka pemerintah menetapkan suatu Undang-Undang 
yang mengatur tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yaitu  Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 1997 tentang “Penerimaan Negara Bukan Pajak” (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3687), Kemudian  tentang Jenis dan Penyetorannya  
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang “Jenis 
Penyetoran  Penerimaan Negara Bukan Pajak” (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3694), kemudian   dirubah dengan  Peraturan Pemerintah 
Nomor 52 Tahun 1998, tentang “Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 
Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak” 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760). 
Dengan adanya keberagaman Penerimaan Negara Bukan Pajak   untuk 
menunjang pembangunan nasional serta mengoptimalkan Penerimaan Negara 
Bukan Pajak, membutuhkan peraturan pelaksanaan pada Kementerian Hukum dan 
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka ditetapkan Peraturan Pemerintah 
Nomor 45 Tahun 2014, tentang “Jenis  dan tarif Penerimaaan Negara Bukan Pajak  
Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia” (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5541),  kemudian diubah  dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015 tentang “Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 45 Tahun 2014 tentang  Jenis Dan Tarif  Atas Penerimaan Negara Bukan 
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Pajak  Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia” 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 40, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5667). 
 Dalam  lampiran angka 5 dan angka 6 Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, 
berbunyi: 
“5. Pemberian Salinan Keputusan Menteri Mengenai Pengesahan Badan 
Hukum Perseroan yang Hilang atau Rusak, Per Surat Keputusan, 
sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). 
6. Pemberian Salinan Surat Keputusan Menteri mengenai Persetujuan 
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang Hilang atau Rusak, Per 
Surat  Keputusan, sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)”.4 
 
Ini merupakan kewajiban yang harus ditagih kepada pemohon pada saat 
pengajuan permohonan pemberian Salinan Surat Keputusan  Menteriii Hukum 
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk Badan Hukum Perseroan 
Terbatas. Dimana dalam penjelasan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
1997 tentang “Penerimaan Negara Bukan Pajak” menyatakan : 
“Hal-hal yang diatur dengan Peraturan Pemerintah ini, antara lain, 
penetapan saat terutang, waktu pembayaran, kegiatan Instansi Pemerintah 
dalam menagih,  dan atau memungut dan menyetor.” 
Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan 
modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal 
dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang 
ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
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Dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa hukum terhadap masyarakat, 
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum Dan Asasi 
Manusia Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan baru terhadap pemberian 
Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI, salah satunya untuk badan hukum 
perseroan terbatas. 
Kebijakan baru tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 
2014,  tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan 
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan 
Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan,   dalam pemberian 
Surat Keputusan Menteri untuk Badan Hukum Perseroan Terbatas dapat dicetak 
melalui media elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).
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Yang dapat mengakses Sistem Aministrasi Badan Hukum (SABH) dalam 
prakteknya saat ini adalah setiap Notaris yang terdaftar pada Sistem Aministrasi 
Badan Hukum (SABH)  dari seluruh Indonesia. Masing-masing Notaris yang 
terdaftar diberikan User ID dan Password untuk menjaga keamanan selama 
pemrosesan. 
 Dalam  Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2014, tidak  diatur  tata cara  
pembayaran pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak  untuk pemberian  Salinan 
Surat Keputusan Menteri, begitu pula melalui media elektronik Sistem 
Administrasi Badan Hukum.  Pada saat mencetak surat Keputusan Menteri yang 
tersimpan dalam daftar transaksi  Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), 
tidak mendapat perintah untuk membayar biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak 
(PNBP), hal ini berbeda pada saat pemberian Surat Keputusan Menteri yang 
belum tersimpan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), 
yaitu dalam pengajuan permohonan pengesahan pendirian atau perubahan 
anggaran dasar perseroan terbatas, setelah Menteri menyatakan tidak keberatan 
                                                                                                                                                               
hlm. 33. 
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Sistem Administrasi Badan Hukum yang selangjutnya disingkat SABH adalah  
pelayanan jasa teknologi informasi perseroan secara elektronik yang diselenggarakan oleh 
Direktorat Jenderal Administrasi  Hukum Umum (Pasal 1 angka 3 Peraturan  Menteri Hukum dan 
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan 
Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta 
Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data). 
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secara elektronik, langsung mendapat perintah untuk membayar pemungutan 
Penerimaan Negara Bukan Pajak. 
 Sesuai dengan penelitian penulis dalam Sistem Administrasi Badan Hukum 
(SABH) untuk pemberian Surat Keputusan Menteri dapat dicetak kapan saja 
apabila diperlukan, namun dalam hal mencetak Surat Keputusan Menteri tersebut,  
perseroan terbatas  harus terlebih dahulu telah  berbadan hukum (telah mendapat 
pengesahan dari Menteri Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia), 
sehingga Surat Keputusan Menteri  tersebut telah tersimpan dalam database 
Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). 
Surat Keputusan Menteri yang tersimpan dalam database Sistem 
Administrasi Badan Hukum (SABH) bisa dicetak ulang dan dapat dinyatakan 
sebagai pemberian Salinan Surat Keputusan Menteri. 
  Hal tersebut diatas untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015, terdapat 
kekosongan hukum dalam  hal pemungutan  Penerimaan Negara Bukan Pajak 
terhadap Pemberian Salinan Surat Keputusan Menteri untuk Badan Hukum 
Perseroan Terbatas, melalui media elektronik Sistem Administrasi Badan Hukum 
(SABH). 
Kekosongan hukum tersebut yaitu tidak terpungutnya Penerimaan Negara 
Bukan Pajak  dalam pemberian salinan Surat Keputusan Menteri yang  Hilang 
atau Rusak, yang dapat dicetak ulang, melalui media elektronik Sistem 
Administrasi Badan Hukum (SABH). 
 Oleh karena itu perlu diwaspadai bagi pemohon  (Notaris)  yang  mencetak 
ulang Surat  Keputusan Menteri melalui media eklektonik Sistem Administrasi 
Badan Hukum (SABH),  yang sudah tersimpan dalam daftar transaksi Sistem 
Administrasi Badan Hukum (SABH), karena Surat Keputusan Menteri tersebut 
dapat dinyatakan sebagai pemberian salinan Surat Keputusan Menteri. Meskipun  
hal tersebut adalah kelalaian dari Pemerintah, tidak menutup kemungkinan suatu 
saat bisa saja akan menjadi terutang, apabila aturan mengenai cara pembayaran 
atas pemberian Salinan Surat Keputusan Menteri diberlakukan dari instansi yang 
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berwenang, dalam hal ini Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia diatur.  Hal tersebut dapat merugikan bagi notaris apabila tidak 
membayar pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak tersebut,  notaris tidak 
dapat  mengakses AHU online karena akan diblokir, sehingga notaris tidak dapat 
melakukan pengajuan permohonan  pengesahan badan hukum dan persetujuan 
perubahan anggaran dasar  serta penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran 
dasar dan perubahan data perseroan terbatas. 
 Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah 
dalam  penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana cara pembayaran pemungutan Penerimaan Negara Bukan 
Pajak  untuk pemberian Salinan Surat Keputusan Menteri Mengenai 
Pengesahan Badan Hukum Perseroan yang Hilang atau Rusak dan 
pemberian Salinan Surat Keputusan Menteri Mengenai Persetujuan 
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang Hilang atau Rusak, melalui 
media elektronik Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) ? 
2. Siapa yang bertanggung jawab terhadap  Pemungutan  Penerimaan 
Negara Bukan Pajak yang tidak dipungut, dalam pemberian Salinan Surat 
Keputusan Menteri Mengenai Pengesahan Badan Hukum Perseroan yang 
Hilang atau Rusak dan pemberian Salinan Surat Keputusan Menteri 
Mengenai Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang Hilang 
atau Rusak  yang telah terbit atau dicetak, melalui media elektronik 
Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)? 
 
 Jurnal ini disusun  berdasarkan metode penelitian hukum normatif,  yang 
dilakukan dengan  pendekatan pendekatan perundang-undangan (statuta 
approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan 
perbandingan (comparative approach). Pendekatan perundang-undangan (statuta 
approach) digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan 
yang berkaitan dengan cara pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak  atas 
pemberian salinan Surat Keputusan Menteri, untuk badan hukum perseroan 
terbatas melalui media media elektronik Sistem Administrasi Badan Hukum 
(SABH). Pendekatan konsep (conceptual approach) digunakan untuk 
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menganalisis pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam 
ilmu hukum. Pendekatan perbandingan (comporativea approach) digunakan 
untuk melihat bagaimana pengaturan tentang pemungutan Penerimaan Negara 
Bukan Pajak untu pemberian salinan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak 
Asasi Manusia Repukblik Indonesia untuk badan hukum perseroan terbatas 
melalui media elektronik Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). 
Pembahasan 
A. Cara Membayar Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak  untuk 
pemberian Salinan Surat Keputusan Menteri Mengenai Pengesahan 
Badan Hukum Perseroan yang Hilang atau Rusak dan pemberian 
Salinan Surat Keputusan Menteri Mengenai Persetujuan Perubahan 
Anggaran Dasar Perseroan yang Hilang atau Rusak, melalui media 
elektronik Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). 
Seperti telah disebutkan dalam latar belakang masalah diatas, sesuai dengan 
Penjelasan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997, tentang Penerimaan 
Negara Bukan Pajak, bahwa penetapan saat terutang, waktu pembayaran, kegiatan 
Instansi Pemerintah dalam menagih,  dan atau memungut dan menyetor 
penerimaan negara bukan pajak yang seharusnya diatur dalam Peraturan 
Pemerintah. Hal ini penting dalam mengajukan permohonan pemberian Salinan 
Surat Keputusan Menteri mengenai  pengesahan badan hukum perseroan yang 
Hilang atau Rusak dan pemberian Salinan Surat Keputusan Menteri mengenai 
Persetujuan Perubahan Anggaran dasar Perseroan yang Hilang atau Rusak, oleh 
pemohon dalam hal ini Notaris supaya pemohon dapat mengetahui cara 
pembayarannya. 
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik 
dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud  dalam Undang-Undang ini, 
demikian menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris.
7
 Dengan 
demikian yang berwenang membuat akta Pendirian Perseroan Terbatas, atau akta 
Perubahan Anggaran Dasar adalah seorang Notaris.  Akta yang dibuat, dapat 
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 Hadi Setia Tunggal, Himpunan Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Jabatan 
Notaris, Harvarindo, 2008, hlm. 36. 
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berupa: akta Pendirian Perseroan Terbatas, Akta Risalah Rapat perubahan 
anggaran dasar perseroan terbatas, atau akta Pernyataan Keputusan Rapat 
perubahan anggaran dasar perseroan terbatas. 
Dalam pembuatan akta pendirian Akta pendirian perseroan terbatas 
memerlukan pengesahan Menteri (dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia), yang merupakan syarat sahnya suatu Badan Hukum, sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) UUPT, sedangkan perubahan anggaran dasar 
dibedakan antara perubahan yang memerlukan persetujuan Menteri dan perubahan 
yang cukup dengan pemberitahuan kepada Menteri, yang diajukan  oleh pemohon  
melalui media elektronik Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). dengan 
cara mengisi Format  Pendirian Perseroan atau Format Perubahan yang dilengkapi 
dengan dokumen pendukung.  
Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) merupakan situs resmi  yang 
dikelola secara langsung oleh Direktorat Jendral Adminisrasi  Hukum Umum, 
Kementerian Hukum Dan HAM, yang semula sistem ini di kenal dengan 
Sisminbakum.  
Sistem Adminitrasi Badan Hukum (SABH) diberikan untuk mempermudah 
pelayanan  kepada masyaratkat dalam proses pengesahan Perseroan Terbatas di 
Indonesia melalui media elektronik, yang dalam UUPT Nomor 40 Tahun 2007, 
tentang Perseroan Terbatas, dalam Penjelasan Umumnya  mempertegas 
keberadaan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) merupakan upaya untuk 
memenuhi tuntutan masyarakat dalam memperoleh layanan yang cepat, sehingga  
dalam memperoleh Surat Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum 
perseroan, persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan, penyampaian 
pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan dan/atau penerimaan 
pemberitahuan data lainnya, dapat dilayani dengan cepat. 
Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) adalah jenis layanan yang 
diberikan kepada masyarakat yang dilakukan secara elektronis melalui jaringan 
internet yang dapat diakses oleh Notaris yang telah terdaftar pada Sistem 
Administrasi Badan Hukum (SABH) dari seluruh Indonesia, yang masing-masing 
Notaris diberikan user ID dan Password untuk menjaga keamanan selama 
pemrosesan. 
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Notaris dapat mengakses melalui jaringan internet  24 jam untuk 
mendapatkan Surat Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum 
perseroan, Surat Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran 
dasar perseroan, penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar 
perseroan dan/atau penerimaan pemberitahuan data lainnya denga cepat, namun 
khususnya dalam pemberian Surat Keputusan Menteri mengenai pengesahan 
badan hukum perseroan, dan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan 
terdapat kewajiban yang harus dibayarkan yaitu pemungutan Penerimaan Negara 
Bukan Pajak.  
 Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk badan hukum 
perseroan terbatas, dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015, 
tentang  Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang  
Jenis dan Tarif  atas Penerimaan Negara Bukan Pajak,  yang berlaku pada 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,  yaitu  : 
1. “Persetujuan Pemakaian Nama Perseroan, Per Persetujuan sebesar 
Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 
2. Pengesahan Badan Hukum Persereoan, Per Permohonan, sebesar 
Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), 
3. Persetujuaan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Per Permohonan, 
sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), 
4. Informasi Tentang Data  Perseroan dalam Daftar Perseroan, per 
Permohonan Per Perseroan, sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu 
rupiah), 
5. Pemberian Salinan Keputusan Menteri Mengenai Pengesahan  Badan 
Hukum Perseroan yang Hilang atau Rusak, Per Surat Keputusan, sebesar 
Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). 
6. Pemberian Salinan Surat Keputusan Menteri mengenai Persetujuan 
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang Hilang atau Rusak, Per Surat  
Keputusan, sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).  
7. Pencarian/unduh (search/download) data Perseroan Secara Online, Per 
Pencarian, sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).” 
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Sebelum berlaku kebijakan Pemerintah atas pemberian  Surat Keputusan 
Menteri yang diberikan secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan 
Hukum (SABH), pemberian Surat Keputusan Menteri diberikan dengan cara 
pengiriman via pos yang ditujukan kepada alamat  masing-masing notaris, namun 
pemberian Surat Keputusan Menteri tersebut  telah dilakukan beberapa tahap 
mulai dari  pemesanan nama perseroan dan pengisian Data Isian Akta Notaris 
serta dinyatakan tidak keberatan oleh Menteri, pemohon diwajibkan mengirim 
dokumen fisik yang ditujukan kepada Direktorat Jendral Administrasi Hukum 
Umum, Kementerian Hukum dan HAM RI, Pengiriman dokumen fisik tersebut 
gunanya untuk dikoreksi oleh korektor, dalam dokumen fisik tersebut diantaranya 
terlampir bukti  pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak  yang telah 
dibayarkan  di bank presepsi yaitu  :  
1. Untuk pemohonan pengesahan badan hukum perseroan yang harus 
dilampirkan bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak 
termasuk : Persetujuan Pemakaian Nama Perseroan sebesar Rp.200.000,- 
(dua ratus ribu rupiah), dan bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan 
Pajak untuk Pengesahan Badan Hukum Persereoan sebesar 
Rp.1000.000,- (satu juta rupiah); 
2. Untuk permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan 
apabila terdapat perubahan nama perseroan, harus dilampirkan bukti 
pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak  yaitu Persetujuan 
Pemakaian Nama Perseroan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), 
dan bukti  pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak  Persetujuan 
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta 
rupiah), namun apabila tidak merubah nama perseroan hanya 
melampirkan bukti pembayaran Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar 
Perseroan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) saja.  
Dalam hal pemberian Salinan Surat Keputusan Menteri mengenai 
Pengesahan Badan Hukum perseroan yang Hilang atau  Rusak atau pemberian 
Salinan Surat Keputusan Menteri mengenai Persetujuan Perubahan Anggaran 
Dasar Perseroan yang Hilang atau Rusak, pemohon harus mengajukan 
permohonannya kepada Direktorat Jendral  Administrasi Hukum Umum, 
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Kementerian Hukum dan HAM, dengan membayar biaya Penerimaan Negara 
Bukan Pajak  sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pemberian Salinan 
Surat Keputusan Menteri mengenai Pengesahan Badan Hukum perseroan yang 
Hilang atau  Rusak sedangkan pemberian Salinan Surat Keputusan Menteri 
mengenai Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang Hilang atau 
Rusak sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), yang dibayarkan melalui bank 
presepsi dan bukti pembayarannya dilampirkan sebagai bukti pembayaran. 
Apabila permohonannya telah  sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku Menteri akan memberikan Salinan Surat Keputusan Menteri yang dapat di 
ambil langsung di Kantor Kementerian Hukum dan HAM RI, atau dikirim ke 
alamat pemohon.  
Yang pada waktu itu Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, 
Kementerian Hukum dan HAM RI belum bekerjasama secara online dengan bank 
presepsi. 
Sehingga disini jelas bahwa pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak  
untuk pemberian Salinan Surat Keputusan Menteri mengenai Pengesahan Badan 
Hukum perseroan yang Hilang atau  Rusak dan pemberian Salinan Surat 
Keputusan Menteri mengenai Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan 
yang Hilang atau Rusak terpungut. 
Sejak berlakunya kebijakan baru dari Pemerintah mengenai pemberian Surat 
Keputusan Menteri dapat diberikan secara elektronik, Pemerintah telah bekerja 
sama dengan bank presepsi secara online, sehingga pada saat pemohon membayar 
pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak secara otomatis dalam Sistem 
Adminitrasi Badan Hukum (SABH) akan menyatakan telah terbayar dan Surat 
Keputusan Menteri dapat dicetak. 
 Cara pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak  untuk pemberian 
Salinan Surat Keputusan Menteri mengenai Pengesahan Badan Hukum Perseroan 
yang Hilang atau  Rusak dan pemberian Salinan Surat Keputusan Menteri 
mengenai Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang Hilang atau 
Rusak pemohon dapat mencetak langsung melalui  Sistem Administrasi Badan 
Hukum (SABH) yaitu dengan mengklik daftar transaksi perseroan sehingga dapat 
terlihat semua transaksi yang pernah diajukan oleh pemohon  baik permohonan 
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pengesahan badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar  serta 
penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data 
perseroan terbatas, bahkan pemohon dapat mendownloadnya dan menyimpan 
sebagai dokumen arsip atau file. 
Di setiap mencetak Surat Keputusan Menteri terdapat catatan, sebagai 
contoh : dicetak pada tanggal 30 April 2015 saham halnya jika pemohon 
mencetak ulang Surat Keputusan Menteri juga tercetak terdapat catatan tanggal 
cetak  disetiap tanggal saat pemohon mencetak ulang, sehingga penulis 
berpendapat pada saat pemohon mencetak ulang Surat keputusan Menteri tersebut 
telah dicetak  pertama, kedua dan seterusnya tersimpan dalam database Sistem 
Administrasi Badan Hukum (SABH). 
Hal ini menunjukan bahwa pemberian Salinan Surat Keputusan Menteri 
dapat diberikan melalui Sistem Addministrasi Badan Hukum (SABH), namun 
pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak tidak diatur dan tidak ada bukti 
tagihan untuk dibayarkan,  padahal dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 
10 Tahun 2015 angka 5 dan angka 6 ditegaskan bahwa : 
1. “Pemberian Salinan Keputusan Menteri Mengenai Pengesahan  Badan 
Hukum Perseroan yang Hilang atau Rusak, Per Surat Keputusan, 
sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). 
2. Pemberian Salinan Surat Keputusan Menteri mengenai Persetujuan 
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang Hilang atau Rusak, Per 
Surat  Keputusan, sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).” 
1.  Opini Notaris di Kota Malang 
Menurut  pendapat Titi Soeryati Soekesih, S.H., M.Kn., Notaris di Kota 
Malang, bahwa dalam mencetak Surat Keputusan Menteri semenjak berlakunya 
pemberian Surat Keputusan Menteri secara elektronik melalui Sistem 
Administrasi Badan Hukum (SABH), hanya melakukan pencetakan pada saat 
pemberian Surat Keputussan Menteri yang pertama kali diberikan, karena tidak 
pernah ada permintaan dari pihak yang membutuhkan, namun dalam hal mencetak 
Surat Keputusan Menteri yang pertama kali  beliau mencetak 2 (dua) lembar Surat 
Keputusan Menteri, dimana 1 (satu) lembar untuk pihak perseroan sedangkan 
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yang 1 (satu ) lembar disimpan sebagai arsip notaris.
8
 
Menurut pendapat Siti Noer Endah S.H., Notaris di Kota Malang, bahwa  
semenjak berlakunya  pemberian Surat Keputudan Menteri secara elektronik 
melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), maka pencetakan Surat 
Keputusan Menteri hanya dilakukan pencetakan pada saat  pemberian Surat 
Keputusan Menteri yang pertama kali, karena sampai saat ini tidak pernah ada 
permintaan oleh pihak  yang bersangkutan untuk pencetakan yang ke 2 dan 
seterusnya. Adapun pencetakan yang pertama kali dilakukan sekaligus 2 (dua) 
lembar dengan rincian 1 (satu) lembar  diberikan kepada yang bersangkutan 
(Perseroan), sedang yang 1 (satu) lembar untuk arsip notaris.  
Peneliti melontarkan pertanyaan bagaimana apabila ada notaris yang  
mencetak ulang Surat Keputusan Menteri melalui Sistem Administrasi Badan 
Hukum (SABH) tersebut,  jawaban beliau bahwa notaris perlu berhati-hati dalam 
hal mencetak Surat Keputusan Menteri melalui Sistem Adminitrasi Badan Hukum 
(SABH), dikuatirkan dikemudian hari terdapat tunggakkan pembayaran yang 
ditagihkan dari pihak instansi yang berwenang, karena belum diaturnya cara 
pembayaran pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), hal tersebut akan 
berdampak kepada notaris itu sendiri, apabila tidak membayar tunggakkan atau 
tagihan tersebut sistemnya akan diblokir dari pihak yang berwenang, sehingga 
dapat menghambat proses pengesahan Perseroan Terbatas maupun proses lainnya 
melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).
9
 
 
2. Analisis cara membayar Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak 
untuk pemberian Salinan Surat Keputusan Menteri Mengenai 
Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Anggaran Dasar Perseroan 
yang Hilang atau Rusak, melalui media elektronik Sistem Administrasi 
Badan Hukum (SABH) berdasarkan teori kepastian hukum. 
Pemberian Salinan Surat Keputusan Menteri Mengenai Pengesahan Badan 
Hukum dan Persetujuan Anggaran Dasar Perseroan yang Hilang atau Rusak  dan 
pemberian salinan Surat Keputusan Menteri mengenai Persetujuan Perubahan 
Anggaran Dasar Perseroan yang Hilang atau Rusak, diberikan apabila telah 
                                                          
8
 Wawancara dengan Titi Soeryati Soekesih, S.H., Notaris di Kota Malang, 8 Juni 2015.  
9
  Wawancara dengan Siti Noer Endah, S.H., S.P.N, Notaris di Kota Malang, 8 Juni 2015. 
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dipungut Penerimaan Negara Bukan Pajak, namun pada kenyataannya akibat ada 
kekosongan hukum dalam cara pembayaran Pemungutan Penerimaan Negara 
Bukan Pajak, terjadi ketidakpastian hukum atas pemungutan Penerimaan Negara 
Bukan Pajak tersebut. 
Seperti telah diuraikan diatas dalam pemberian Salinan Surat Keputusan 
Menteri mengenai Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Anggaran Dasar 
Perseroan yang Hilang atau Rusak  dan pemberian Salinan Surat Keputusan 
Menteri mengenai Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang Hilang 
atau Rusak, ada  kewajiban yang harus dibayar oleh pemohon (Notaris) yaitu 
pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak, namun cara membayarnya tidak 
diatur.  Dengan belum diaturnya peraturan mengenai cara pemungutan 
Penerimaan Negara Bukan Pajak bagi pemohon yang telah mencetak pemberian 
Salinan Surat Keputusan Menteri mengenai Pengesahan Badan Hukum dan 
Persetujuan Anggaran Dasar Perseroan yang Hilang atau Rusak  dan pemberian 
Salinan Surat Keputusan Menteri mengenai Persetujuan Perubahan Anggaran 
Dasar Perseroan yang Hilang atau Rusak, tanpa mendapat perintah untuk 
membayar pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak tersebut, perlu 
mengetahui bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015, 
terdapat pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak   untuk pemberian Salinan 
Surat Keputusan Menteri mengenai Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan 
Anggaran Dasar Perseroan yang Hilang atau Rusak, sebesar Rp.1.000.000,- (satu 
juta rupiah)  dan pemberian Salinan Surat Keputusan Menteri mengenai 
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang Hilang atau Rusak 
sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk itu pemohon (Notaris) perlu 
berhati-hati dalam mencetak Surat Keputusan Menteri yang tersimpan dalam 
daftar transaksi Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). 
Dalam Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2014 tersebut diatas memang 
tidak diatur cara pembayaran pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas 
pemberian Salinan Surat Keputusan Menteri  Mengenai Pengesahan Badan 
Hukum dan Persetujuan Anggaran Dasar Perseroan yang Hilang atau Rusak, 
dengan tidak diaturnya cara membayar pemungutan Penerimaan Negara Bukan 
Pajak , menjadikan tidak ada kewajiban untuk membayar bagi pemohon. 
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Kepastian Hukum menurut Peter Mahmud Marzuki, adalah : 
“Kepastian adanya aturan yang bersifat umum membuat individu 
mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak bleh dilakukan, dan kedua, 
berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemeritah karena 
adanya aturan yang  bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja 
yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. 
Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal pasal dalam undang-undang 
melainkan juga adanya konsistensi dalam  putusan hakim antara putusan 
hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa 
yang telah di putuskan.”10 
 
Berdasarkan Teori Kepastian Hukum Peter Mahmud Marzuki tentang cara 
membayar pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas pemberian pemberian 
Salinan Surat Keputusan Menteri  Mengenai Pengesahan Badan Hukum dan 
Persetujuan Anggaran Dasar Perseroan yang Hilang atau Rusak, dengan tidak 
adanya aturan yang mengatur cara pembayaran tersebut, membuat pihak notaris 
tidak dapat mengetahui dengan pasti bagaimana cara membayar pungutan 
Penerimaan Negara Bukan Pajak, untuk pemberian Salinan Surat Keputusan 
Menteri Mengenai Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Anggaran Dasar 
Perseroan yang Hilang atau Rusak, melalui media elektronik Sistem Administrasi 
Badan Hukum (SABH). Jadi dari analisa di atas, Pemerintah dalam hal ini  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak memberikan kepastian hukum 
dalam hal cara pembayaran pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak  dalam 
pemberian Salinan Surat Keputusan Menteri Mengenai Pengesahan Badan Hukum 
dan Persetujuan Anggaran Dasar Perseroan yang Hilang atau Rusak, melalui 
media elektronik Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). 
Teori Kepastian Hukum menurut Lon L. Fuller dalam bukunya yang 
berjudul The Morality of Law”, adalah terjadi ketidakpastian hukum bila terjadi 
kesesuaian denagn dengan salah satu dari delapan prinsip di bawah ini, yaitu, 
yaitu: 
                                                          
10 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Pranada Media Group, 
Jakarta, 2010, hlm. 158. 
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1. “A failure to achieve rules at all, so that every issue must be decided on an ad 
hoc basis.” (Kegagalan membentuk aturan atau hukum, sehingga tiap isu 
diputuskan secara ad hoc / sementara);” 
2. “A failure to publicize,  or at  least to make available  to the  affected party, the  
rules he is expected to observe.” (Kegagalan untuk mempublikasikan atau 
memperkenalkan aturan hukum kepada masyarakat, atau setidaknya kepada 
pihak  yang berkepentingan yang diharapkan mempelajari aturan tersebut.); 
3. “The abuse of retroactive legislation, which not only cannot itself guide action, 
but  undercuts the integrity of rules prospective in effect, since it puts them 
under the threat of retrospective change.” (Tidak diperbolehkan membuat 
aturan yang berlaku surut.); 
4. “A failure to make rules understandable.” (Kegagalan menciptakan aturan 
yang  dimengerti.); 
5. “The enactment of contradictory rules”. (Tidak boleh membuat aturan yang 
kontradiksi satu sama lain); 
6. “Rules that requires conduct beyond the powers of affected party.” (Tidak 
boleh  membuat aturan yang mencantumkan persyaratan di luar kemampuan 
pihak  yang terkait.); 
7. “Introducing such frequent changes in the rules that the subject cannot orient 
his action by them.” (Perubahan aturan secara cepat sehingga menimbulkan 
kebingungan pada subjek hukum.); 
8. “A failure to congruence between rules as announced and their actual 
administrions.” (Kegagalan menyelaraskan antara aturan dengan penerapan di 
lapangan.).
11
 
Menurut Lon L. Fuller, kegagalan total pada satu dari delapan prinsip di atas tidak 
semerta-merta menghasilkan suatu sistem hukum yang buruk, namun 
mengakibatkan sesuatu yang bahkan tidak dapat disebut sebagai sistem hukum 
sama sekali. (A total failure in any one of these eight directions does not simply 
result in a bad system of law; it results in something that is not properly called a 
legal system at all).
12
 
                                                          
11 Lon L. Fuller, The Morality of Law, revised edition, Yale University Press, New Haven, 
London, 1969, hlm. 39. 
12
 Ibid., hlm. 39. 
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Pemberian Salinan Surat Keputusan Menteri Mengenai Pengesahan Badan 
Hukum dan Persetujuan Anggaran Dasar Perseroan yang Hilang atau Rusak, 
dapat diberikan kepada pemohon pada saat pemohon telah memenuhi 
kewajibannya yaitu membayar pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak, 
kekosongan hukum mengenai  cara membayar pungutan Penerimaan Negara 
Bukan Pajak tersebut,  Dalam hal ini, dianalisis dengan prinsip pertama Teori 
Kepastian Hukum dari Lon L. Fuller, yaitu “A failure to achieve rules at all, so 
that every issue must be decided on an ad hoc basis.” (Kegagalan membentuk 
aturan atau hukum, sehingga tiap isu diputuskan secara ad hoc / sementara). 
kekosongan hukum tersebut merupakan ketidakmampuan dalam 
membentuk aturan atau hukum yang mengatur bahwa adanya cara pungutan 
Penerimaan Bukan Pajak dalam pemberian Salinan Surat Keputusan Menteri 
Mengenai Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Anggaran Dasar Perseroan 
yang Hilang atau Rusak. 
Kekosongan hukum tersebut dapat mengakibatkan kerugian negara,  yang 
mana seharusnya pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak telah terpungut 
pada saat pemohon diberikan salinan Surat Keputusan Menteri tersebut, karena 
tidak diaturnya cara pembayaran Pungutan  Penerimaan Negara Bukan Pajak. Jadi 
tidak terpenuhinya prinsip yang pertama dari teori kepastian hukum dari Lon L. 
Fuller, terjadi ketidakpastian hukum dalam pemungutan Penerimaan Bukan Pajak 
atas pemberian Salinan Surat Keputusan Menteri Mengenai Pengesahan Badan 
Hukum dan Persetujuan Anggaran Dasar Perseroan yang Hilang atau Rusak 
melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). 
Berdasarkan hal tersebut diatas, diambil kesimpulan bahwa untuk mengisi 
kekosongan hukum yang ada, pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan 
Hak Asasi Manusia perlu mengeluarkan aturan yang mengatur  cara pemungutan 
Penerimaan Bukan Pajak dalam pemberian Salinan Surat Keputusan Menteri 
Mengenai Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Anggaran Dasar Perseroan 
yang Hilang atau Rusak, melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).  
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B. Yang bertanggung jawab terhadap pemungutan  Penerimaan Negara 
Bukan Pajak  yang tidak dipungut, dalam pemberian Salinan Surat 
Keputusan Menteri Mengenai Pengesahan Badan Hukum Perseroan dan 
pemberian Salinan Surat Keputusan Menteri Mengenai Persetujuan 
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang Hilang atau Rusak yang 
telah terbit atau dicetak, melalui media elektronik Sistem Administrasi 
Badan Hukum (SABH).  
Yang bertanggungjawab terhadap pemungutan  Penerimaan Negara Bukan 
Pajak  yang tidak dipungut, dalam pemberian Salinan Surat Keputusan Menteri 
yang telah terbit atau dicetak, melalui media elektronik Sistem Administrasi 
Badan Hukum (SABH) adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia, namun  sangat penting  untuk mendapat perhatian dari semua 
pihak yang terkait. Untuk itu pemohon (Notaris) perlu berhati-hati dalam hal 
mencetak ulang Surat Keputusan Menteri yang tersimpan dalam daftar transaksi 
Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH),   meskipun hal ini tersebut belum 
diatur cara pembayaran pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak tersebut, 
tidak menutup kemungkinan apabila aturan mengenai pemberian Salinan Surat 
Keputusan Menteri tersebut diatur,  Menteri dapat menagih pungutan Penerimaan 
Negara Bukan Pajak  untuk Surat Keputusan Menteri yang telah dicetak, karena 
dalam setiap pencetakan terdapat tanggal pencetakan. Sebagai contoh Intansi 
Pemerintah tiba-tiba mengeluarkan pengumuman kewajiban Penerimaan Negara 
Bukan Pajak  melalui halaman pengumuman Sistem Administrasi Badan Hukum 
(SABH), yang ditujukan kepada Notaris,  yang memiliki kewajiban pembayaran 
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pesan Nama Perseroan  Tahun 2009 
sampai dengan Tahun 2012 dan kewajiban pembayaran Penerimaan Negara 
Bukan Pajak (PNBP) Pesan Nama Perseroan Tahun 2013 (Hasil Temuan Tahap 
III BPK) agar segera memenuhi kewajibannya tersebut dan melakukan verifikasi 
kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Jika batas waktu tanggal 
19 Agustus 2014 tidak melakukan pembayaran maka terhitung tanggal 20 Agustus 
2014, akses AHU online akan diblokir, dan Notaris tidak dapat melakukan 
pengajuan permohonan  pengesahan badan hukum dan persetujuan perubahan 
anggaran dasar  serta penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan 
20 
 
 
perubahan data perseroan terbatas. 
Menurut pendapat Siti Noer Endah S.H., Notaris di Kota Malang, bahwa  
notaris perlu berhati-hati dalam hal mencetak Surat Keputusan Menteri melalui 
Sistem Adminitrasi Badan Hukum (SABH), meski pemungutan Penerimaan 
Negara Bukan Pajak bukan tanggungjawab dari pemohon (Notaris), namun 
dikuatirkan dikemudian hari terdapat tunggakkan pembayaran yang ditagihkan 
dari pihak instansi yang berwenang, karena belum diaturnya cara pembayaran 
pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), hal tersebut akan berdampak 
kepada notaris itu sendiri, apabila tidak membayar tunggakkan atau tagihan 
tersebut sistemnya akan diblokir dari pihak yang berwenang, sehingga dapat 
menghambat proses pengesahan Perseroan Terbatas maupun proses lainnya 
melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)
13
.  
Perlu dijelaskan pula dalam pengumuman kewajiban Penerimaan Negara 
Bukan Pajak  yang ditujukan kepada Notaris, sebelum menjadi tunggakan Notaris, 
cara pembayaran untuk pemesanan nama perseroan yang telah disetujui oleh 
Menteri telah diatur cara pembayarannya yaitu dengan cara membayar di bank 
presepsi ke nomor rekening Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah ditentukan, namun pada 
waktu itu pemesanan nama yang telah disetujui oleh Menteri tidak dilanjutkan 
sampai dengan pernerbitan Surat Keputusan Menteri sehingga terdapat tunggakan 
biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk pemesanan nama yang harus 
ditagihkan kepada pemohon (Notaris), sehingga mendapat temuan dari Badan 
Pegawas Keuangan (BPK) agar ditagihkan kepada Notaris. 
  Berbeda dengan  pemberian Salinan Surat Keputusan Menteri mengenai 
Pengesahan Badan Hukum Perseroan yang Hilang atau  Rusak dan pemberian 
Salinan Surat Keputusan Menteri mengenai Persetujuan Perubahan Anggaran 
Dasar Perseroan yang Hilang atau Rusak,  yang diberikan secara elektronik 
melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), meskipun terdapat 
kewajiban harus membayar yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 
                                                          
13
 Wawancara dengan Siti Noer Endah, S.H.,  Notaris di Kota Malang, 8 Juni 2015. 
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Tahun 2015, namun pemohon  (Notaris) tidak dapat membayarnya, disebabkan 
tidak diaturnya cara pembayarannya. 
  Oleh karena itu yang bertanggungjawab terhadap pemungutan  
Penerimaan Negara Bukan Pajak  yang tidak dipungut dalam pemberian Salinan 
Surat Keputusan Menteri yang telah terbit atau dicetak, melalui media elektronik 
Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), adalah Pemerintah (Kementerian 
Hukum Dan HAM), menurut penulis tidak selayaknya pemerintah menagihkan 
kepada pemohon (Notaris), sebab tidak terpungutnya pemungutan Penerimaan 
Negara Bukan Pajak tersebut bukan tanggungjawab pemohon (Notaris).  
Simpulan 
1. Cara pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam pemberian salinan 
Surat Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan yang 
Hilang atau Rusak dan pemberian salinan Surat Keputusan Menteri mengenai 
persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan yang Hilang dan Rusak, 
melalui media elektronik Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), 
Pemerintah harus membuat peraturan berupa Peraturan Menteri mengenai tata 
cara pembayaran pemungutan tersebut yaitu dengan cara  yang pertama dapat 
dilakukan secara elektronik yang dibayarkan ke bank presepsi berdasarkan 
kode pembayaran yang telah ditentukan dan yang kedua dapat dilakukan 
secara manual yang dibayarkan langsung ke rekening Direktorat Jenderal 
Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum Dan HAM RI, seperti 
pada saat pengajuan permohonan pemberian Surat Keputusan Menteri yang 
lama (sebelum berlakunya pemberian Surat Keputusan Menteri secara 
elektronik).  
2. Yang bertanggungjawab terhadap pemungutan Penerimaan Negara Bukan 
Pajak  yang tidak terpungut dalam pemberian Salinan Surat Keputusan 
Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan yang Hilang atau 
Rusak  dan pemberian Salinan Surat Keputusan Menteri mengenai 
Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang Hilang atau Rusak, 
yang telah dicetak melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), 
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adalah  pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum Dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia bertanggungjawab sepenuhnya atas tidak 
terbayarnya pemungutan  Penerimaan Negara Bukan Pajak tersebut. 
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